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ABSTRAK 

 

Dalam artikel ini penulis membahas tentang pemberian amnesti kepada 

pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik (studi penelitian terhadap kasus 

Baiq Nuril Makmuman) adapun amnesti ini merupakan pengampunana atau 

penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara terhadap orang-

orang yang telah melakukan suatu tidak pidana sedangkan abolisi diartikan 

peniadaan tuntutan pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Pemberian 

Amnesti diindonesia ini diatur dalam Undang-Undang darurat nomor 11 

Tahun 1954 yang berkaitan dengan tindak pidana politik Sedangkan untuk 

tindak pidana lainnya pelaku tidak dibenarkan mengajukan amnesti namun 

pada kasus Baiq Nuril ini diduga tidak melakukan tindak pidana politik, dan  

diajukan Amnesti Berdasarkan penelitian hasil ini pemberian amnesti kepada 

pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik peraturanya justru tidak berlaku 

lengkap, dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 tentang amnesti dan 

abolisi sedangkan terhadap kasus Baiq Nuril diterapkan pada keputuesan 

presiden nomor 24 tahun 2019 tentang amnesti bagi baiq nuril, namum 

peraturan tentang amnesti ini ada kelemahanya yaitu tidak mencantumkan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima amnesti dan ada banyak 

kritikan dari para ahli atas pemberian amnesti ini seharusnya diatur secara 

tegas. 

Kata kunci : Amnesti, tindak pidana politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this article the authors discuss amnesty to the perpetrators of nonpolitical 

criminal crimes (a study of the study of the baiq of numuman) as for this 

amnesty or the removal of the sentence given by the head of the state on those 

who have committed a noncriminal and the abolitionist is meant to abolitize 

criminal charges under section 14 (2) the 1945 constitution states that the 

President offers amnesty and abolitique with In regard to the consideration 

of the house of representatives under the house of representatives the 

Indonesian amnesty act, as stipulated in the 1954 emergency act number 11, 

the number 11 of the criminal ACTS, the perpetrators were not allowed to 

grant amnesty, but in the case of baiq nuril, it was not thought to be a 

political crime. And granted amnesty according to research this result 

granting amnesty to the perpetrators of nonpolitical criminal ACTS instead 

of being complete, the basis of his laws the 1945 constitution of amnesty and 

abolitiance as to the case of baiq nuril applied to President number 24 in 

2019 of amnesty to baiq nuril, But the rule of amnesty has a weakness: it 

does not set out the requirements that amnesty recipients need to meet and 

there is a great deal of criticism from the experts that these gifts should be 

strictly regulated.  

Keyword: amnesty, political crime 

 

 


